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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Terkait pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kesejahteraan 

masyarakat dan kelestarian sumber daya alam hutan, berdasarakan hasil 

penelitian bahwa pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Lingungan 

Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui tiga skema yaitu: 

a. Skema Swakelola yang berjalan di kawasan kayu putih, masyarakat dapat 

mengelola lahan dengan kewajiban merawat tanaman pokok yang ada. 

Hasil yang di dapat masyarakat dari tumpang sari semuanya menjadi 

milik masyarakat, pada saat masyarakat melakukan kegiatan yang 

bersangkutan dengan tanaman kayu putih akan mendapatkan upah dari 

pemerintah. 

b. Skema Kerjasama yang berjalan di kawasan hutan pinus mangunan 

dikelola menjadi tempat wisata. Pendapatan yang didapatkan akan dibagi 

sebesar 25% untuk pemerintah dan 75% untuk koperasi Notowono. 

Dalam berlangsungnya kegiatan jika ada kerugian atau masalah 

pemerintah juga menanggungnya 

c. Skema Perizinan yang berjalan dikawasan wisata kalibiru dengan menjual 

jasa lingkungan. Pendapatan yang dihasilkan dari wisata menjadi milik 

kelompok tani hutan mandiri.  
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Kegiatan ini yang dapat menaikan kesejahteraan hidup masyarakat dengan 

adanya kenaikan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan hutan yang berada 

di kawasan hutan Negara wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Adapun kendala terhadap pelaksanaan dan upaya mengatasi pemberdayaan 

masyarakat desa hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: 

a. Di kawasan kayu putih sumber daya manusianya lebih banyak orang-

orang yang sudah usia lanjut, para pemuda tidak tertarik untuk mengelola 

hutan yang ada. Di kawasan kayu putih iklim juga menjadi kendala, pada 

saat musim penghujan pemetik daun kayu putih tidak dapat melakukan 

kegiatan dengan maksimal. 

b. Di kawasan hutan pinus mangunan yang menjadi kendala adalah air, 

dimana air diperlukan untuk mendukung kegiatan wisata baik untuk 

kamar kecil maupun warung-warung yang ada di kawasan wisata. 

Adapun upaya dalam mengatasi pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, yakni: 

a. Untuk kendala Sumber daya manusia dengan melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat desa hutan yang lebih di tekankan pada para 

pemuda yang ada diwilayah skema Swakelola 

b. Untuk kendala Iklim upaya yang dilakukan dengan melakukan 

penyesuaian waktu untuk melakukan kegiatan pada hutan Negara. 
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c. Untuk kendala air upaya yang dilakukan dengan dibuatnya 

penampungan air di setiap wilayah hutan Negara yang dikelola 

masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama berlangsungnya 

kegiatan wisata di hutan pinus mangunan dengan menyuplai air dari 

imogiri, penyuplaian dilakukan sendiri oleh kelompok. Dari pihak 

pemerintah sendiri telah memberikan anggaran untuk membuat sumur 

bor, dikarenakan kondisi kawasan yang berbatu menjadi sulit untuk 

melakukan pengeboran. 

B. SARAN  

Untuk kendala pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, adapun saran yang diberikan oleh peneliti yaitu: 

1. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan lebih 

meningkatkan sosialisasi yang dapat menarik minat pemuda-pemuda desa 

untuk mengelola dan menjaga hutan dan ketika ada kegiatan yang 

bersangkutan dengan hutan pemuda diikut sertakan dalam kegiatan tersebut 

yang secara tidak langsung dapat menarik minat mereka. 

2. Hendaknya kelompok pengelola kawasan kayu putih lebih menekankan aturan 

yang ada mengenai pemegang lahan pengelolaan lebih dipertegas agar ketika 

lahan tidak ada yang mengelola lagi dapat langsung mencari pengganti 

pemegang lahan. 
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